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ABSTRAK
NAMA :FATMAH
NIM : 10300108023
JURUSAN : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
JUDUL :PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP PEKERJA ANAK
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM
ISLAM
Skripsi ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. Pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pekerja  anak, merupakan langkah untuk
melindungi hak-hak khusus yang melekat pada diri anak, agar anak dapat tumbuh
dan berkembang secara wajar tanpa mengabaikan hak-haknya. Pokok
permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
pekerja anak perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana perlindungan pekerja
anak perspektif Hukum Islam?.
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode deskriptif, dengan
pendekatan teologi normatif (syar’i), yuridis normatif, dan historis. Adapun
metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research),
dengan membaca, membahas dan menganalisa buku-buku yang dijadikan
referensi.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang bentuk perlindungan
hukum terhadap pekerja anak perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam
menunjukkan bahwa latar belakang keluarga miskin yang menjadi faktor utama
anak untuk melakukan pekerjaan. Walaupun diatara mereka masih ada yang
sekolah atau putus sekolah. Dalam hal ini, hak anak sebagai manusia  secara tidak
langsung terabaikan dan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja anak
tersebut dimuat dalamPasal 68 sampai 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan jaminan perlindungan hak asasi anak adalah
mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, meskipun belum terlaksana secara
nyata. Perlindungan pekerja anak dalam hukum Islam didasarkan pada
kemampuan mereka dalam bekerja seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah
(2): 286: “Allah tidak tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya…”
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada orang tua,
badan atau pemerintah untuk sepakat sehingga benar-benar meniadakan pekerja
anak dibawah umur agar setidaknya pengeksploitasian terhadap anak dapat
diminimalisir atau bahkan ditiadakan.
1BAB I
PENDAULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia dalam kehidupan ini mempunyai kebutuhan yang beraneka
ragam. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dituntut untuk
bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh suatu penghasilan. Pekerjaan
tersebut dapat diusahakan secara mandiri maupun dengan bekerja pada orang lain.
Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan
tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada
orang lain yang memberi pekerjaan dan harus tunduk serta patuh pada orang lain
yang memberikan pekerjaan tersebut.
Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha. Namun di era perkembangan teknologi yang
semakin pesat seperti saat ini, persaingan tidak lagi dapat dihindari. Jurang
perbedaan antara kaya dan miskin semakin jelas terlihat di Indonesia. Masalah
kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua
negara.
Menurut ILO (Internasional Labour Organization), di seluruh dunia saat
ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun terpaksa bekerja dan kehilangan
1
2masa kanak-kanaknya karena mereka harus mencurahkan waktunya terlibat dalam
proses produksi, baik di keluarganya sendiri maupun di tempat lain.1
Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan
budaya masyarakat. Sebagian orangtua yang berpendapat bahwa bekerja
merupakan proses pembelajaran yang akan berguna bagi perkembangan anak di
kemudian hari.2
Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan
hidup rumah tangga. Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami
perekonomian rendah (kelompok miskin) di perkotaan. Bila kondisi keluarga
dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Salah
satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja
anggota keluarga termasuk anak. Akibatnya banyak orang tua harus rela
melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu meningkatkan pendapatan
keluarga.
Problematika pekerja anak dalam skala dunia merupakan masalah sosial
yang cukup pelik bagi semua negara. Usia anak semestinya dipergunakan untuk
menuntut ilmu dan menambah keterampilan di sekolah, bahkan untuk bermain
dengan anak seusianya, justru digunakan untuk bekerja. Anak yang bekerja
merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan
anak.
1Bagong Suyanto, Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya (Cet. II; Surabaya:
Airlangga University Press, 2003), h. 8.
2M. Ghufran H. Kordi, Ironi Pembangunan: Beberapa Catatan Kritik dan Refleksi (Cet.
I; Jakarta: PT Perca, 2007), h. 67.
3Seorang anak yang terpaksa bekerja merupakan bentuk penelantaran hak
anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus mereka
terima. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan
lain-lain. Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan
perlindungan khusus yang menuntut penanganan serius dari orangtua, keluarga,
masyarakat dan kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Peran pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait akan semakin
signifikan dalam menangani permasalahan pekerja anak ketika kondisi orangtua
anak dalam kemiskinan. Sebagaimana dalam Pasal 1 butir  2 Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Perlindungan
Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.3
Pasal 1 butir 15 mengatakan bahwa  Perlindungan khusus adalah
perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
3Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 14.
4anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,anak yang menyandang cacat,
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran4.
Kondisi anak ketika dilahirkan adalah merdeka, oleh karena itu tidak
boleh dilenyapkan atau dihilangkan apalagi dibunuh kemerdekaannya, tetapi
kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak
atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga dan masyarakat,
bangsa dan negara. Sebagaimana dalam QS. al-Isra’ (17) :31:


 


Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.5
Ayat di atas memberi pengertian bahwa hak hidup, keberlangsungan dan
hak perkembangan melekat pada diri setiap anak, dan mutlak adanya sebagai
dasar untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan atas kehidupan mereka.
Perlindungan anak tersebut berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan hak
asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau
mengorbankan hak mutlak lainnya dalam rangka mendapatkan hak-haknya
sebagai manusia seutuhnya bila mereka menginjak dewasa. Dengan demikian, bila
anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami
apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, masyarakat,
4Ibid.
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Dipenogero, 2004), h.
285.
5bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata
harus mendapatkan perhatian khusus dalam pemberian perlindungan, agar anak
yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara
utuh.
Pekerja anak butuh perlindungan yang lebih melebihi orang dewasa,
mengingat keadaan anak yang masih lemah baik secara fisik, mental, sosial
maupun intelektualitas. Sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap
anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara6.
Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan saja menjadi kewajiban orang tua untuk
melindungi anak, tetapi juga masyarakat dan negara. Karena pertumbuhan dan
perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada
sistem moral meliputi nilai-nilai normatif yang sesuai dengan nilai yang berlaku
di masyarakat.
Dampak yang sangat besar terkait dengan yang diderita pekerja anak
adalah hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah. Eksploitasi anak
juga semakin sering dijumpai karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui
hak-haknya sebagai pekerja yang sebenarnya dapat memberikan peningkatan
kesejahteraan mereka.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang menjadi obyek pembahasan adalah:
6Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Cet. V; Jakarta: CV Karya Gemilang, 2010 ), h. 16.
61. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif Hak Asasi
Manusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif Hukum
Islam?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari tejadinya kesalah pahaman dalam mendefenisikan
dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian
variable yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan variable yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum Anak
Perlindungan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak seseorang agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.7 Dalam hal ini segala daya upaya yang
dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, dan pemerintah
yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia.
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.8Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.9
7Republik Indonesia, op. cit., h. 12
8Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9Republik Indonesia, op. cit., h.12.
7Sedangkan anak dalam Islam adalah manusia yang belum mencapai akil
baligh (dewasa). Laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah,
sedangkan perempuan dengan menstruasi.10 Jadi pekerja anak yang
dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau
belum mencapai akil baligh (dewasa) yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.11
Berdasarkan beberapa pengertian variable di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif HAM
dan hukum Islam adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada seorang
pekerja yang belum berusia 18 tahun atau belum mencapai akil baligh (dewasa)
terkait dalam HAM.
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literature yang dijadikan acuan
dasar, antara lain:
10Hizbut Tahrir Indonesia, “Menggugat Defenisi Anak.” http://hizbut-
tahrir.or.id/2008/07/27/menggugat-definisi-anak/ (5 Januari 2012).
11A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 119.
81. Rika Saraswati, dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.
Buku ini membahas tentang berbagai persoalan anak dan hukum yang
menimpa diri anak.
2. Bagong Suyanto, dalam bukunya Pekerja Anak dan Kelangsungan
Pendidikannya. Buku ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi
anak-anak yang terpaksa bekerja dan rawan putus sekolah, pola kegiatan
belajar siswa sebagai pekerja, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi
siswa terpaksa harus tinggal kelas.
3. Bagong Suyanto, dalam bukunya Pelanggaran Hak dan Perlindungan
Sosial bagi Anak Rawan. Buku tersebut membahas tentang identitas sosial
pekerja anak, riwayat dan aspirasi terhadap pendidikan, identitas  latar
belakang anak bekerja, kondisi dan beban pekerjaan anak.
4. Markazul Risalah, dalam bukunya Hak-Hak Sipil dalam Islam. Buku ini
membahas tentang bagaimana hak-hak seorang anak dalam Islam.
Beberapa buku di atas belum menjelaskan secara khusus tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam yang
menjadi objek kajian penulis.
E. Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan beberapa metode penelitian baik
dalam pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
91. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian deskriptif, penelitian  deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek
yang menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian, untuk mendapatkan suatu data yang sesuai
dengan pokok pembahasan, maka pendekatan yang digunakan yaitu:
a. Pendekatan teologi normatif (syar’i) yaitu pendekatan yang berdasarkan
dan bertolak dari dalil-dalil syari’at yang bersumber dari al-Qur’an dan
Hadis Nabi Muhammad saw yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang dibahas.
b. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk
menghubungkan masalah-masalah yang di bahas dengan pendekatan
hukum, baik dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang ada
hubungannya dengan masalah tersebut.
c. Pendekatan  aspek historis yaitu pendekatan yang dilakukan dalam
kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum, memahami filosofi dari
aturan hukum dari waktu ke waktu, dan untuk memahami perubahan dan
perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
3. Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, maka yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan
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pemikiran yang bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi
kalimatnya ataupun tidak.
a. Jenis data
Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan yaitu jenis data
kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan
data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari
pengukuran (kuantifikasi).
b. Sumber data
Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan yaitu data
kepustakaan (library research). Data kepustakaan (library research)
yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber
dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya maupun tidak.
4. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
1) Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur,
kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan
dibahas.
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan
data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki
kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang
diperoleh.
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b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan
adalah analisis data kualitatif yang menghendaki penegasan teknik
analisis mencakup reduksi dan kategorisasi dan selanjutnya di
interpretasi dengan cara induktif dan deduktif.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:
a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak
perspektif HAM
b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja
anak perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan
a) Pribadi
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan
intelektual penulis dalam bidang hukum, khususnya perlindungan hukum
bagi pekerja anak.
b) Almamater
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat kepada mahasiswa/mahasiswi yang konsen terhadap hukum
perlindungan bagi pekerja anak di Indonesia baik ditinjau dari aspek
HAM dan maupun dari sudut pandang Hukum Islam.
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c) Publik (masyarakat)
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan dan
menambah pengetahuan kepada masyarakat bagaimana seharusnya
perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam bidang pekerja anak
perspektif HAM dan Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan (decision maker)
di Negara ini.
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Penulisan skrips ini disusun dalam 5 (Lima) bab, setiap bab menguraikan
tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya
sebagai berikut:
Bab satu menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri atas: latar
belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, defenisi operasional dan ruang
lingkup penelitian, tinjauan pustaka, tujuan pustaka, tujuan dan kegunaan
penelitian serta garis-garis besar isi.
Pada bab dua menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum
yang meliputi tinjauan mengenai pengertian perlindungan hukum, perlindungan
hukum terhadap anak.
Pada bab tiga menguraikan mengenai tinjauan umum tentang HAM, yang
berisikan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), sejarah lahirnya Hak Asasi manusia
(HAM), pembagian Hak Asasi Manusia (HAM).
13
Selanjutnya bab empat menguraikan mengenai tinjauan umum tentang
Hukum Islam, yang berisikan tentang pengertian Hukum Islam, sejarah Hukum
Islam, tujuan Hukum Islam serta karakteristik Hukum Islam.
Kemudian pada bab lima menguraikan mengenai bentuk perlindungan
hukum terhadap anak perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.
Adapun bab enam adalah penutup akhir penulisan ini, memuat
kesimpulan dan saran. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya serta masukan berupa saran untuk meningkatkan
kualitas perlindungan yang diberikan terhadap anak.
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BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM
A. Pengertian Perlindungan Hukum
Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa Perlindungan adalah segala
upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang
dilakukan    oleh pihak  keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
pengadilan.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Yang Berat menjelaskan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan
pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan.
Menurut Kant hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi
kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-
keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.1
1 Achmad Ali, Mengembara Di Belantara Hukum (Makassar: Lembaga Penerbitan
Universitas Hasanuddin, 1990), h. 16.
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Menurut Goodhart hukum adalah aturan-aturan tingkah laku, di mana di
atasnyalah eksistensi masyarakat itu didasarkan, atau pelanggaran terhadap
aturan-aturan tingkah laku itu pada dasarnya menghapus eksistensi itu.2
Pengertian serta pemaknaan Perlindungan dan Hukum tersebut di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan
yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu
gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena keduudukan anak sebagai generasi
muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa
di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu.
Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan
membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan
makmur.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental sosial.
Dalam pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
2Ibid., h. 19.
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dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi3.
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Arif Gosita mengemukakan bahwa
kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan
anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.4
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:5
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan
dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang
pendidikan.
Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian, yaitu:6
a. Luas lingkup perlindungan:
1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan,
pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
3Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 14.
4Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h. 19.
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 34.
6Arif Gosita, op. cit., h. 4-6.
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2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder
yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat
diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
perlindungan.
2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis
baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang
perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta
disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di
Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang
dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru
(peniruan yang kritis).
Pemerintah dalam memberi perlindungan khusus terhadap anak yang
terdiri atas:7
a. Anak yang berada dalam keadaan darurat.
b. Pengungsi anak.
c. Anak dalam konflik bersenjata.
7Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Cet. I; Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2009 ), h. 18-19.
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d. Anak yang terlibat dengan sistem administrasi pengadilan anak yang
meliputi:
1) Administrasi pengadilan anak
2) Perenggutan kemerdekaan
3) Penjatuhan hukuman terhadap anak, dan
4) Pemulihan fisik dan psikologis termasuk reintegrasi sosial.
e. Anak dalaam situasi eksploitasi meliputi:
1) Eksploitasi ekonomi
2) Penyalahgunaan obat (narkotika)
3) Eksploitasi dan kekerasan seksual
4) Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak
5) Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing.
Perlindungan khusus terhadap anak juga dapat dilihat dalam Pasal 59
sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  tentang
Perlindungan Anak,8 menyebutkan bahwa:
1. Pasal 59
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
8Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 39-43.
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diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.
2. Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
terdiri atas :
a. anak yang menjadi pengungsi
b. anak korban kerusuhan
c. anak korban bencana alam dan
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
3. Pasal 61
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan hukum humaniter.
4. Pasal 62
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana,
dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar  yang terdiri atas pangan, sandang,
pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi,
jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
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b. pemenuhan   kebutuhan khusus bagi anak   yang   menyandang
cacat   dan anak   yang   mengalami gangguan psikososial.
5. Pasal 63
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk
kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa
perlindungan jiwa.
6. Pasal 64
a. Perlindungan   khusus   bagi   anak   yang   berhadapan   dengan
hukum   sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 59 meliputi anak
yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.
b. Perlindungan tersebut dilakukan melalui :
1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat
dan hak-hak anak.
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak.
5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan   anak yang  berhadapan dengan hukum.
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga; dan
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7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media  massa
dan   untuk menghindari labelisasi.
7. Pasal 65
a. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan
melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati
budayanya sendiri,   mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya
sendiri, dan  menggunakan bahasanya sendiri.
b. Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak  sebagaimana
dimaksud dalam poin (a) untuk menikmati budayanya sendiri,
mengakui dan   melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan
masyarakat dan budaya.
8. Pasal 66
a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
b. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana
dimaksud  dalam  poin  (a) dilakukan melalui :
1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan
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3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serika
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan   masyarakat   dalam
penghapusan   eksploitasi terhadap  anak  secara ekonomi
dan/atau seksual.
c. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
terhadap anak.
9. Pasal 67
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan    zat  adiktif  lainnya  (napza)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan  terlibat  dalam produksi
dan   distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan,
perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap
orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,
produksi dan distribusi napza.
10. Pasal 68
Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap oran gdilarang
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan.
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11. Pasal 69
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud   dalam Pasal 59 meliputi kekerasanf isik, psikis, dan
seksual dilakukan melalui upaya :penyebarluasan dan sosialisasi
ketentuan peraturan   perundang-undangan yang melindungi anak
korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian
sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh  melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan.
12. Pasal 70
Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya: perlakuan anak
secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan khusus, dan memperoleh perlakuan yang sama
dengan anak  lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh
mungkin dan pengembangan individu. Setiap orang dilarang
memperlakukan anak   dengan mengabaikan pandangan mereka secara
diskriminatif, termasuk labelisas dan penyetaraan dalam pendidikan
bagi anak-anak yang menyandang cacat.
13. Pasal 71
Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan
penelantaran   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan
melalui pengawasan,    pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
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pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh     melibatkan   anak   dalam
situasi perlakuan salah, dan penelantaran.
Berdasarkan beberapa perlindungan terhadap anak dalam hal ini pekerja
anak di atas, maka setiap orang, badan ataupun lembaga dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
eksploitasi anak, khususnya eksploitasi ekonomi.
Berdasarkan konsep perlindungan anak maka pelaksanaan perlindungan
terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan
hingga berusia 18 tahun.
Memberikan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan perlu
perencanaan yang matang mengenai kewajiban negara dalam perlindungan
tersebut. Terutama perlindungan terhadap tenaga kerja anak, karena
ketidakmampuan mereka. Dalam kenyataan bentuk-bentuk eksploitasi: kekerasan,
diskriminasi, pengabaian hak-hak anak, baik yang dirasakan secara nyata maupun
tidak.
Ketidakmampuan anak tersebut dalam kenyataanya ada yang
dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pekerjaan yang tidak
selakyaknya dilakukan seorang anak yang dibawah umur, tetapi dalam kenyataan
tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian anak yang ternyata hidup memprihatinkan
dan sampai sekarang ini masalah anak belum menarik banyak pihak untuk
membelanya.
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Kepastian hukum yang menjadi hal penting dalam masyarakat, karena
peraturan-peraturan yang telah dibuat tidak akan berarti jika tidak memberi
kepastian hukum dalam pelaksanaanya. Selain kepastian hukum hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah:9
a. Struktur hukum (legal structure), merupakan kerangka berfikir yang
memberikan arti dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada, dengan
batasan yang telah ditentukan.
b. Substansi hukum (legal substance), merupakan produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, berupa
aturan, norma dan pola prilaku manusia yang berada di dalam sistem
hukum, baik hukum yang tertulis (law in book) maupun hukum yang
hidup dalam masyarakat (the living law).
c. Budaya hukum (legal culture), merupakan sikap masyarakat terhadap
hukum dan sistem hukum. Sikap ini meliputi nilai-nilai,
keepercayaan, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan
sistem hukum.
Selama ini pengaturan perlindungan hukum khususnya terhadap anak di
Indonesia, belum membuahkan hasil sebagaimana mestinya, terbukti masih
banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi.
9Lihat Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice (Cet. Ke 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 14.
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BAB III
HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Menurut Undang-Undang RI. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, menjelaskan bahwa:
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.1
Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, pengertian Hak Asasi
Manusia adalah:
Human rights could be generally defined as those rights which are inheret
in our nature and without which we cannot live as human being. (Hak Asasi
Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).2
Menurut Baharuddin Lopa, pengertian HAM yang seperti beliau kutip
dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada
kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan  “mustahil
dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan
istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga
memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.3
1Republik Indonesi, Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2010), h. 3.
2Lihat Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak asasi Manusia (Yogyakarta: PT, Dana
Bhakti prima Yasa, 1996), h. 1.
3Ibid
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Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.4
Menurut Martin Kriele dalam prasarannya di Kongres IVR (Gottengen,
19 agustus 1991), bahwa HAM berarti hak-hak yang melekat pada manusia
berdasarkan kodratnya.5
Berdasarkan beberapa pengertian dan pemaknaan mengenai HAM di
atas, maka dapat ditarik kesimpulkan bahawa HAM adalah hak-hak dasar atau
hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan
anugerah Allah swt. Kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali.
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia melekat pada kodrat manusia dan
dimiliki oleh setiap insan, di  mana pun dan kapan pun ia berada, namun
kenyataanya, sebagian umat manusia belum begitu menyadari eksistensi hak-hak
asasi manusia.
Dalam Islam juga terdapat Hak Asasi Manusia, tetapi Hak Asasi Manusia
dalam Islam berbeda dengan Hak Asasi Manusia yang umum dikenal. Dalam
Islam seluruh Hak asasi Manusia merupakan kewajiban Negara maupun individu
yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Negara bukan hanya menahan diri
dari menyentuh Hak-Hak Asasi Manusia tersebut, melainkan juga mempunyai
kewwajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.6
4 Lihat Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan
masyarakat Madani (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  h.119.
5 Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila
(Yogyakarta: Kanisus, 2001), h. 21.
6Hak Asasi Manusia Dalam Islam.http://www.angelfire.com (10 Juli 2012).
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B. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia
Pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan
munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, pada umumnya
para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215
di inggris. Magna Charta antara lain mencanamkan bahwa raja yang tadinya
memeliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak
terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekeuasaannya dan mulai dimintai
pertanggungjawabannya dimuka hukum.7
Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja
terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang mana parlemen
sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh
perkembambangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya Bill of Right di Inggris
pada tahun 1968. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka
hukum (equality before the law) yang memperkuat dorongan timbulnya negara
hukum. Bill of Right melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini
mendukung terwujudnya hak kebebasan.8
Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang
berisikan tentang perjanjian masyarakat (contrac social). Montesqueieu  dengan
trias politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani;
John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson  di Amerika Serikat dengan hak-hak
dasar kebebasan dan persamaan yang dicanamkan.9
7Baharuddin Lopa, op. cit., h.2.
8Ibid.
9Ibid.
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Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The
American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan
Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam
perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah dilahirkan akan terbelenggu.
Kemudian pada tahun 1789, lahirlah The FrenchDeclaration, Dimana
hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain
dinyatakan tidalk boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena, termasuk
di tangkap tanpa alasan yang sah dan di tahan tanpa surat perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of innocence,
artinya orang-orang yang di tangkap, kemudian di tahan dan dituduh berhak
dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedo of
expression (bebas mengeluarkan pendapat), freedom of religion (bebas manganut
keyakinan/ agama yang dikehendaki), The right of property (perlindungan
terhadap hak milik).
Jadi dalam the french declaration sudah tercakup semua hak, meliputi
hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi maupun negara hukum. Kesemua
hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-
hak Asasi Manusia (The Universal declaration of Human Rights) oleh sidang
umum perserikatan bangsa-bangsa pada 10 desember 1948, yang merupakan suatu
peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia merupakan
peristiwa yang pertama dalam sejarah umat manusia, dimana seluruh bangsa dari
berbagai penjuru dunia membuat sebuah deklarasi tentang hak-hak asasi manusia
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dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya
merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional.
Namun demikian, deklarasi tersebut merupakan suatu pertanda langkah maju
dalam gerakan perjuangan umat manusia.10
Teori hak-hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah negara dan
bangsa sepanjang sejarahnya, bahkan lembaga tertinggi dunia perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan The Universal Declaration 0f Human
Rights sebagai piagam Hak Asasi Manusia yang paling universal pengaruhnya.
Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dan memelihara martabat serta eksistensi
manusia dari ancaman pihak lain.
Berhubung perlunya masyarakat umum mengetahui hak-hak dan
kebebasan, penting dan terbesar agar benar-benar menjalankan perjanjian ini,
maka sidang umum perserikatan bangsa-bangsa mengumandangkan, The
Universal declaration of Human rights ini, dimana pada Proklamasi
Kemerdekaan Amerika yang dikumandangkan pada tanggal 6 juli 1976
dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kedudukan sama, bahwa manusia
punya hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan kebahagiaan.
C. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia
Prof. Bagir Manan Membagi HAM pada beberapa kategori yaitu : hak
sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak
diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi
kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik
10 Harun Nasution dan Bahtiar effendy, Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia –Pustaka Fidaus, 1987), h. 75.
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terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan,
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan hak menyampaikan
pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak
perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak
sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual,
hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.11
Sementara Prof. Baharuddin Lopa, membagi HAM dalam beberapa jenis
yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan,
hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat
dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan
memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja,
hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati
hasil/produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.12
Deklarasi Universal tentang HAM (Universal declaration of Human
Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terrbagi
kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak
legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi
(hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak
ekonomi, sosial dan budaya.
Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan
politik meliputi :
11 Lihat Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan
masyarakat Madani (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  h.121.
12Ibid.
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1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang
kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat
kemanusiaan.
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang
sewenang-wenang.
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak.
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap
kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat.
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik.
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu.
12. Hak bergerak.
13. Hak memperoleh suaka.
14. Hak atas satu kebangsaan.
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.
16. Hak untuk mempunyai hak milik
17. Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama.
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat
19. Hak untuk berhimpun dan bersetikat. Dan
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20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas
akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.
Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:
1. Hak atas jaminan sosial.
2. Hak untuk bekerja.
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
4. Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh.
5. Hak atas istirahat dan waktu senggang.
6. Hak atas standar hidupyang pantas di bidang kesehatan dan
kesejahteraan.
7. Hak atas pendidikan.
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari
masyarakat.13
Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I - IV UUD 1945) memuat
Hak Asasi Manusia yang terdiri dari hak:
1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum.
3. Hak kebebasan berkumpul.
4. Hak kebebasan beragama.
5. Hak penghidupan yang layak.
6. Hak kebebasan berserikat.
7. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.14
13Ibid. h. 122.
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Beberapa bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia di atas, secara umum semua
konsep HAM sangat mengedepankan hak untuk hidup, hak kebebasan dan
perlindungan. Tidak ada satupun konsep HAM yang tidak mengedepankan hak
untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak semua manusia sejak lahir.
D. Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dalam Islam
Pada tahun 1997, Interaction Council, sebagai organisasi Internasional,
mencanangkan suatu naskah, Universal Declaration of Human Responsibilities
sebagai pelengkap bagi Universal Declaration of Human Rights PBB. Dianggap
bahwa sudah waktunya hak asasi harus di imbangi dengan tanggung jawab atau
kewajiban. Deklarasi Tanggung Jawab Manusia yang di umumkan pada tanggal 1
september 1997 tidak hanya bermaksud untuk mencari keseimbangan antara hak
dan kewajiban, tetapi juga untuk mendamaikan berbagai ideologi, serta
pandangan politik yang di masa lampau di anggap antagonistik (seperti pemikiran
barat versus non-batar).  Prinsip dasar adalah tercapainya kebebasan sebanyak
mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembangnya rasa tanggung jawab penuh
yang akan memungkinkan kebebasan itu semakin bertumbuh, “kebebasan tanpa
menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri.”15
Bukan hanya di dunia barat yang mengenal adanya Kewajiban asasi
Manusia, tetapi dalam hukum Islam juga dikenal Hak Asasi Manusia dan
Kewajiban Assi manusia. Seringkali orang memahami bahwa hak-hak asasi
manusia sepenuhnya hanya terkait dengan hak-hak semata. Padahal dalam hak-
14Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat
Madani (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,t.th.),  h.216.
15Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008). h. 230.
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hak asasi manusia (HAM) itu sepenuhnya terdapat sepenuhnya kewajiban-
kewajiban asasi manusia (KAM). 16 Karena itu, Hak Asasi Manusia harus
diinterpretasikan secara kontekstual, sehingga hak-hak asasi manusia mempunyai
arti, tidak saja sebagaimana yang selama ini dikenal sekedar bebas beragama,
bebas berekspresi, tetapi juga syarat dan kewajiban-kewajiban asasi. Dengan
demikian variabel penting yang terkandung dalam hak-hak asasi manusia adalah
hak dan kewajiban.
Kata “kewajiban” yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan juga
bahasa hukum berasal dari bahasa arab “wajib”. Secara etimologi, wajib berarti
tetap, mesti atau harus. Secara terminologi, kata wajib lazim didefinisikan dengan
sesuatu yang mutlak harus dikerjakan dan sekaligus dilarang (haram)
ditinggalkan/diabaikan. Kata wajib sering pula diartikan diartikan dengan sesuatu
yang kalau dikerjakan akan diberikan pahala dan kalau ditinggalkan akan dibalas
dengan siksaan.17
Dengan demikian bila kata kewajiban digandengkan dengan kata asasi
dapat didefinisikan dengan “keharusan atau kewajiban/ tanggung jawab tertentu
yang bersifat mendasar yang dibebankan Allah kepada setiap manusia mukallaf
untuk melaksanakannya dengan atau tanpa melalui perantaraan orang/ pihak
lain.18
16Lihat Muhammad Amin Suma, HAM dan KAM dalam perspektif hukum Islam, dalam
Tim Pakar Hukum Depkeh-HAM, Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum
Nasional, (Jakarta: delta Citra Grafindo, 2002), cet. Ke-2, h. 158
17Ibid.
18Menurut Amin Suma, definisi hak dan Kewajiban Asasi Manusia masih sangat perlu
disosialisasikan kepada masyarakat luas secara seimbang agar masyarakat tidak hanya mengenal
hak-hak asasinya, akan tetapi dalam hal yang bersamaan, mereka juga menyadari tentang
kewajiban asasinya. Selanjutnya, Lihat Muhammad Amin Suma, Ibid., h. 160-161.
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Syariat Islam mengajarkan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai
hal pokok dibanding menuntut hak. Dalam hal kebendaan misalnya, yang
ditegaskan adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang memiliki
harta benda untuk memberi kepada orang miskin. Dalam QS. al-Isra’(17): 26:



Terjemahnya:
“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”19
Ayat tersebut di atas memberi penjelasan mengenai hak untuk
memanfaatkan harta bendanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian
pula dalam hal kekeluargaan, yang ditekankan adalah kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh setiap orang terutama seorang ayah atau suami kepada
keluarganya. Ini dapat dilihat dalam QS. al-Tahrim (66): 6:







Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.”20
19 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2009), h. 284.
20Ibid., h. 560.
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Uraian-uraian di atas menegaskan bahwa manusia harus mendahulukan
kewajiban daripada hak. Hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi,
bahkan dengan pemenuhan kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya.
Ungkapan ini memang beralasan, karena masyarakat kita selama ini lebih
menuntut hak asasinya dan cenderung mengabaikan kewajiban asasi manusia
(KAM). Padahal, Hak Asasi Manusia dapat terwujud bila disaat yang bersamaan
Kewajiban Asasi Manusia (KAM) juga dilaksanakan.21
Lain halnya dengan pemikiran-pemikiran Barat yang berkembang selama
ini sangat mementingkan semangat individu. Akibatnya pola pikir manusia lebih
terfokus kepada pemenuhan hak-hak asasi dibanding kewajiban-kewajiban asasi.
Para ahli pikir barat, tampaknya sangat dipengaruhi oleh paham individualisme
sehingga hak-hak manusia lebih dikedepankan dari kewajiban-kewajiban
manusia.
Perbedaan pokok antara pemikiran barat dan al-Qur'an tentang hak dan
kewajiban sangat jelas. Pemikiran barat lebih menonjolkan hak dari pada
kewajiban, sebagai dampak dari paham individualisme dan materialisme yang
berlebihan. Sedang al-Qur’an cenderung menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban. Artinya, hak-hak manusia merupakan imbangan dari kewajiban-
kewajiban yang telah ditunaikannya. Hak dan kewajiban harus dijalankan
beriringan.22
Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk
Ilahi dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu huqquq Allah dan huquq al-ibad atau
21Muhammad Amin Suma, op. cit., h. 161.
22Achmad Abubakar, Diskursus HAM Dalam Al-Qur’an (Telaah Konseptual Ayat-ayat
Al-Qur’an atas Problematika Kemanusiaan Universal), (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 43.
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huquq al-nas. Huquq Allah (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia
terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah. Sedangkan huquq
al-ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap
sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.23
Allah adalah maha pencipta, karena itu, hak-hak ini juga ciptaan Allah.
Hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya. Dengan kata lain,
kedua hak ini (hak Allah dan hak makhluk-Nya) tetap dari Allah. 24 Manusia
bertanggung jawab atas kedua kategori hak ini di hadapan-Nya. Jadi, jelaslah
bahwa dalam al-Qur’an tanggung ja wab apapun yang dipegang manusia terhadap
sesamanya telah ditetapkan Allah sebagai hak. Sebuah hadis yang berkaitan
dengan huquq Allah sebagai berikut:
 َذ َﺎﻌُﻣ َﻦَﻋ ُذ َﺎﻌُﻣ َﺎﯾ َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﮫْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ّ  ا ُل ْﻮُﺳ َر َل َﺎﻗ َل َﺎﻗ ٍَﻞﺒَﺟ ِﻦْﺑ
 ِ ﱠ  ا ﱡﻖَﺣ ﺎَﻣ ي ِر َْﺪﺗ َأ َنأ َلَﺎﻗ ُﻢَﻠَْﻋأ ٌُﮫﻟﻮُﺳَرَو ُﷲ َلَﺎﻗ د َﺎﺒﻌْﻟا َﻰﻠَﻋ ُﷲ َﺪَﺒُْﻌﯾ
 ُﷲ َل َﺎَﻘﻓ َﻚَِﻟذاُﻮﻠَﻌَﻓ َاذِإ ِﮫْﯿَﻠَﻋ ْﻢُﮭَﻘَﺣ ﺎَﻣ يِر َْﺪﺗ َأ َل َﺎﻗ ٌء ْﻲَﺷ ِِﮫﺑ َكَﺮُْﺸﯾ َﻻو
 ْﻢَُﮭﺑ َِّﺬَﻌﯾ َﻻ َْنأ لﺎﻗ َُﻢﻠَْﻋأ ُُﮫﻟ ﻮُﺳَرَو25
Artinya:
“...dari Mu’az bin Jabal r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda : “wahai
Mu’az tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya”? Mu’az
menjawab: Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang itu. Nabi lalu bersabda:
“sesungguhnya hak Allah terhadap hamba-hamba-Nya adalah menyembah
Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun”. Nabi bertanya (lagi):
“tahukah kamu apakah hak hamba-hamba (Allah) kepada-Nya jika mereka
telah melakukan yang demikian itu”? Mu’az menjawab: Allah dan Rasul-
Nya lebih tahu. Lalu Nabi bersabda: “Dia (Allah) tidak akan menyiksa
mereka”. (H.R. Muslim).
23Lihat Syaukat Hussein, Human Rights in Islam, dalam dalam Achmad AbuBakar,
Diskursus HAM dalam Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 43.
24 Lihat Abdul Rahaem, “Principles of Muhammadan Jurisprude”, dalam Achmad
AbuBakar, Diskursus HAM dalam Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 43.
25 Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, (w. 261H), Shahih
Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), Jilid 1, h.59.
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Hadis di atas menjelaskan bahwa manusia yang telah memenuhi hak
Allah dengan mengabdikan diri sepenuhnya tanpa sikap mendua dalam
pengabdiannya itu (diberi gelar“hamba”saja) memperoleh hak dari Allah berupa
pernyataan jaminan bebasa azab. Perwujudan hak bebas azab ini adalah hidup
aman tanpa rasa takut dan sedih serta hidup sejahtera tanpa rasa derita dan nista.
Implikasi lain hadis ini adalah komitmen tauhid, dimana hak Allah harus
diimani, tidak untuk dipersekutukan. Hak ini dapat ditunaikan dengan iman dab
tauhid kepada Allah. Dari hadis ini dapat diperoleh gambaran bahwa persoalan
hak dan kewajiban mendapat tempat yang sangat penting dalam batang tubuh
ajaran Islam. Baik Allah maupun manusia, masing-masing memiliki hak, hanya
saja hak Allah digambarkan sebagai kewajiban manusia, sebaliknya hak manusia
bukan kewajiban Allah, tetapi kewajiban bagi manusia lainnya untuk ditunaikan.
Terdapat pula riwayat lain yang ditakhrijkan oleh Imam Tirmidzi sebagai
berikut:
 ََلﺎﻗ ُﮫْﻧَﻋ ُﷲ ﻰِﺿَر َةَرْﯾ َرُھ ِﻰﺑ ًا ْنَﻋ َ َﺎﻗ :َﺎﺗَﻣ ُﷲ ُلْوُﺳَر َل
 َﻻَو َُﮫﻟ َﻢَھْر ِدَﻻ ْﻦَﻣ ِﷲ َلﻮُﺳرَﺎﯾ َﺎﻨْﯿِﻓ ُﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا اُﻮﻟ َﺎﻗ ُﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا ﺎَﻣ َنوُرَْﺪﺗ َأ
 ِﻲﺗ َْﺄﯾ ْﻦَﻣ ِﻲﺘ ﱠُﻣأ ْﻦِﻣ ُﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُل ﻮُﺳَر َل َﺎﻗ َعَﺎﺘَﻣ
 َﻼَﺼِﺑ ِﺔَﻣَﺎﯿِﻘْﻟا َمْﻮَﯾ ََفﺬَﻗَو َاﺬَھ ََﻢﺘَﺷ ْﺪَﻗ ِﻲﺗ َْﺄﯾَو ِِﮫﺗ ﺎَﻛَزَو ِﮫِﻣ َﺎﯿِﺻَو ِِﮫﺗ
 َﺎﻨَﺴَﺣ ْﻦِﻣا َاﺬَھ ﱠَﺺﺘَْﻘﯿَﻓ ُُﺪﻌَْﻘﯿَﻓ َاﺬَھ َبَﺮَﺿَو َاﺬَھ ََمد ََﻚﻔَﺳَو َاﺬَھ َلﺎَﻣ َﻞََﻛأَوَاﺬَھ
 َﻣ ﱠَﺺﺘُْﻘﯾ َْنأ َﻞْﺒَﻗ ُُﮫﺗَﺎﻨَﺴَﺣ ْﺖَﯿِﻨَﻓ ِْنَﺈﻓ ِِﮫﺗَﺎﻨَﺴَﺣ ْﻦِﻣ َاﺬَھَو  ِِﮫﺗ َﺎﯾﺎَﻄَﺨْﻟا ْﻦِﻣ ِﮫْﯿَﻠَﻋ ﺎ
 َاﺬَھ ﻰَﺴﯿِﻋ ُﻮُﺑأ َلَﺎﻗ ِرﺎﱠﻨﻟا ِﻲﻓ َحِﺮُط ﱠُﻢﺛ ِﮫْﯿَﻠَﻋ َحِﺮَُﻄﻓ ْﻢُھ َﺎﯾﺎَﻄَﺧ ْﻦِﻣ َﺬِْﺧأ
 ٌﺢﯿِﺤَﺻ ٌﻦَﺴَﺣ ٌﺚﯾِﺪَﺣ26
Artinya:
26Muhammad ibn Isa Abu  Isa  al-Tirmidzi (w.279H), Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar
Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t), jilid 4, nomor hadis, 2418, h. 613; juga di-takhrij oleh Muhammad
ibn Hibban Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, (w.354H),Shahih Ibn Hibban, (Cet. Ke-2, Jilid 10;
Beirut: Mu’assasah al-Risalah,1993M-1414H), h. 259.
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“Dari Abu Hurairah bahwasanya rasulullah saw. bersabda: “Tahukah kalian
orang yang melarat (bangkrut) itu?”. Para sahabat menjawab, “yang diantara
kami adalah orang yang kehabisan harta dan barang-barang.”kemudian Nabi
Muhammad saw. menjelaskan, “Di dalam waktu umatku, orang yang
bangkrut itu ialah yang akan menghadap Allah dengan pahala amal-amal
saleh seperti salat, zakat, dan puasa pada hari akherat kelak, namun
kemudian ia bertindak kejam terhadap seseorang dan menyalahi seseorang,
merampas harta milik orang, menumpahkan darah seseorang dan menyiksa
seseorang. Lalu pahala amal-amal saleh itu akan di bagi-bagi di antara
korban-korban tindakannya dan ia akan dibebani dengan dosa-dosa mereka
dan kemudian ia akan dilemparkan ke dalam neraka.”(HR.Al-Tirmidzi).
Kedua hadis di atas memiliki substansi makna yang sama, meskipun
memiliki lafal matan (isi) yang berbeda. Madlul kedua hadis ini mengandung dua
hak secara bersamaan sebagaimana telah diuraikan sebalumnya, yakni haquq
Allah dan haquq al-ibad.27 Ketika hadis ini mengungkap tentang ibadah salat,
puasa dan zakat berarti masuk dalam cakupan haquq Allah yang juga berarti
kewajiban bagi manusia untuk menunaikannya. Sebaliknya, matn hadis yang
berhubungan dengan perbuatan menyalahi seseorang, merampas harta milik
orang, menumpahkan darah dengan cara melukai dan menyiksa seseorang,
kesemuanya terkait dengan haquq al-nas.28
Hadis tersebut menyoroti aspek penting Hak Asasi Manusia dalam Islam.
Juga membuktikan betapa pentingnya memperlakukan manusia semulia-
mulianya. Karena bila tidak, maka dianggap sebagai perbuatan zalim yang telah
melakukan kesewenang-wenanagan terhadap manusia dan akan masuk dalam
golongan orang-orang kafir.
Di samping itu keserasian kesucian Hak Asasi Manusia dalam Islam jauh
lebih besar dari sekedar ibadah-ibadah ritual. Mungkin seseorang yang tidak
27Ahmad Abubakar, op. cit., h. 46.
28Ibid.
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memenuhi kewajibannya terhadap Allah dapat memperoleh ampunan Allah,
namun tidak demikian halnya dengan orang yang tidak memenuhi kewajiban
terhadap manusia.
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BAB IV
HUKUM ISLAM
A. Pengertian Hukum Islam
Hukum merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan, hal
ini bisa didasarkan atas kesepakatan adat, ketetapan daerah ataupun ketetapan
agama. Salah satu hukum yang mengarah kepada agama adalah hukum Islam.
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama
Islam.1
Menurut Muhammad Muslehuddin Hukum Islam ialah the body of rules,
whether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular
state or community recognizes as binding on its members or subjects.
(sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang
diakui masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya). 2
Menurut Hasbi Asy-Syiddiqy Hukum Islam ialah koleksi daya upaya
fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.3
Menurut Mardani Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan
wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.4
Beberapa uraian mengenai pengertian Hukum Islam di atas dapat
disimpulkan bahwa Hukum Islam ialah sekumpulan aturan berdasarkan wahyu
1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 42.
2 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.
3Ibid.
4Ibid.
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Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang perbuatan mukallaf yang diakui masyarakat
yang beragama Islam.
B. Sejarah Hukum Islam
Kehidupan masyarakat Indonesia Hukum Islam telah banyak dan telah
lama dibicarakan orang. Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-tujuh Masehi
tata Hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan
masyarakat dan Peradilan Islam. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-
kerajaan Islam Peradilan Agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama
peradilan penghulu seperti dijawa, mahkamah syari’ah di Kesultanan Islam di
Sumatera, Peradilan Qadi di kesultanan banjar dan Pontianak. Namun sangat
disayangkan, walaupun pada masa kesultanan telah berdiri secara formal
peradilan agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasehat dan
hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum posotif yang sistematik, hukum
yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqh.5
Tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum
yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Compendium ini dijadikan
rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan
masyarakat islam didaerah yang dikuasai VOC.6 Kitab-kitab hukum tersebut
merupakan hukum positif yang berlaku pada waktu itu. Khusus dibidang
peradilan, pada sekitar abad ke 16 telah ditemukan Pengadilan Agama (Islam)
hampir seluruh daerah setingkat kabupaten di pulau Jawa. Pengadilan Agama
5Ibid., h. 158.
6Lihat Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 158.
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tersebut menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang melayani kebutuhan rakyat
Jawa.
Diluar jawa pada masa pangeran Dipati Anta Koesoema di kuala Kapuas
sekitar tahun 1638, juga sudah terdapat pengadilan agama yang menerapkan
hukum islam dalam proses peradilannya. Dan setelah Indonesia merdeka dan
berlakunya UUD 1945 dan berdasarkan pasal 29 UUD 1945 yang dijiwai oleh
semangat “Piagam Jakarta”, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di
dalam sistem hukum di Indonesia.
UUD 1945 menggariskan bahwa, Indonesia tidak menjadi Negara sekuler
seperti Negara barat dan Negara komunis. Indonesia tidak menjadi Negara agama
atau Negara Islam seperti beberapa di Negara timur tengah, sesuai dengan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menganut Negara agama terbuka atau
Negara dengan kebebasan beragama. Dalam model seperti ini, Negara Hukum
Islam tidak boleh menjadi sistem hukum yang absolute bagi segala lembaga
pemerintahan atau seluruh Indonesia, namun ia hanya mempunyai kedudukan
sebagaimana ditetapkan pada masa belanda.
Kepastian Hukum Islam dimulai dengan UU No.22/1946. UU tersebut
mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk orang Islam dan mencabut
peraturan perundangan Belanda yang tidak jelas. Selain itu, UU No.22/ 1946
mengandung jadwal penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian
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kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia sama derajatnya
dengan Hukum Barat dan Hukum Adat.7
C. Tujuan Hukum Islam
Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah swt. yang berdimensi rahmatan
li al ’alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh,
menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur
tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. 8 Adapun
tujuan Hukum Islam dikemukakan secara terinci ialah:
1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)
Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:
a) Memelihara agama dalam peringkat darruriyyat, yaitu memelihara
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat
primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu dan jika
mengabaikannya akan terancam eksistensi Agama.
b) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan
ketentuan agama, dengan maksud menhindari kesulitan, seperti shalat
jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian dan jika
ketentuan tersebut tidak dilksanakan tidak akan mengancam eksistensi
agama melainkan hanya mempersulit bagi yang melakukannya.
c) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus
7Ibid., h. 161.
8Ibid., h. 225.
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melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, seperti menutup
aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan,
pakaian.
2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan
menjadi tiga peringkat yaitu:
a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi
kebutuhan pokok seperti makanan untuk mempertahankan hidup.
b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti tata cara makan
dan minum.
Hukum Islam juga wajib memelihara hak manusia  untuk  hidup dan
mempertahankan kehidupannya. Dalam QS. al-Isra’ (17) : 33:






Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.”9
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Dipenogero, 2004), h.
285.
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Ayat tersebut memberi penjelasan larangan melakukan pembunuhan
sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang
dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya,
kecuali dengan alasan yang dibenarkan syara’.
3. Memelihara Akal (Hifzh Al-‘Aql)
Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan
menjadi tiga peringkat yaitu:
a) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan
meminum minuman keras. Jika ketentuan tersebut tidak diindahkan
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya
menuntut ilmu pengetahuan .
c) Memelihara akal dala peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan
diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yanag tidak berfaidah.
Memelihara akal sangat penting dalam Hukum Islam karena dengan
mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta
maupun dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya dengan baik manusia
dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia
tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam. Maka dari itu
Hukum Islam melarang orang meminum minuman yang memabukkan. Larangan
tersebut dipertegas dalam QS. al-Mai’dah (5) : 90:




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

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah10, adalah
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.”11
Minum minuman yang memabukkan dapat merusak akal manusia, dan
malakukan hal-hal yang dapat merugikan kahidupannya.
4. Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nasl)
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan
menjadi ti ga peringakat yaitu:
a) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti
disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Dalam QS. al-Isra’ (17) : 32:


Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”12
10 Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah
menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan
melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang
belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan,
sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam
Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah
mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak
panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.
11Ibid., h. 123.
12Ibid., h. 285.
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b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan
diberikan hak talaq padanya.
c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti
disyari’atkan khitbak atau walimat dalam perkawinan.
5. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)
Memelihara harta, dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi
tiga peringkat yaitu:
a) Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang
tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain
dengan cara yang tidak sah.
b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syari’at tentang
jual-beli dengan cara salam.
c) Memelihara harta delam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan
tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.13
Harta adalah pemberian Allah kepada manusia, agar manusia dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Hukum Islam
melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal,
sah dan melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Dalam
QS. an-Nisa (4) : 29:




13Mardani, op. cit., h. 21-24.
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

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu 14 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”15
Ayat tersebut menjelskan tentang larangan menipu terhadap sesama
dalam hal harta, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak
terpuji di mata Allah.
D. Karakteristik Hukum Islam
Hukum Islam mempunyai tiga watak (tabi’at) yamg merupakan
ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Watak tersebut ialah Takamul
(sempurna bulat dan tuntas), Wasatiyah (imbang dan harmonis), Harakah
(bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).16
1. Takamul
Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat
meskipun mereka berbeda-beda bangsa maupun suku. Di dalam menghadapi azas-
azas yang umum, mereka bersatu meskipun dalam segi kebudayaan mereka
berbeda-beda. Walaupun masa berganti masa, Hukum Islam tetap bertabi’at
takamul, wasatiyah dan harakah. Maksud dari takamul ialah lengkap, sempurna
dan bulat, di dalamnya terdapat aneka ragam pandangan hidup.
14Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain,
sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu
kesatuan.
15Departemen Agama RI, op. cit., h. 83.
16Mardani, op. cit., h. 25.
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Hukum Islam menghimpun segala sudut pandang dan segi yang berbeda-
beda dalam satu kesatuan. Kerena itu tidak menghendaki adanya pertentangan
antara ushul dengan furu’, tetapi satu sama lain lengkap melengkapi, kuat
menguatkan, ibarat sebatang pohon, semakin bangya cabang-cabangnya, semakin
subur pertumbuhannya.
Hukum Islam sanggup mempertemukan antara hal-hal yang bertentangan
dengan luwes dan lurus tanpa perlu memihak ke sesuatu pihak lain. Hukum Islam
sanggup menghimpun antara hidup secara kolegial dengan hidup secara individual
tanpa adanya pertentangan.
2. Wasatiyah
Hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang imbang tidak terlalu
berat ke kanan mementingkan kejiwaan  dan tidak berat pula ke kiri
mementingkan kebendaan. Inilah yang disebut dengan wasatiyah menyelaraskan
antara kenyataan dan fakta. Hal tersebut dipertegas dalam QS. al-Baqarah (2):
143:












Terjemahnya:
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“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan17 agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan
Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan
agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa
yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat,
kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah
tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang kepada manusia.”18
Keseimbangan Hukum Islam nampak terlihat dan tergambar antara barat
dan timur, antara masa dahulu dan masa sekarang pohonnya kokoh teguh, tidak
goncang dan berubah, tetapi cabang dan rantingnya senantiasa berkembang.
Hukum Islam terletak antara fikiran-fikiran manusia yang cenderung kepada
kebendaan dengan  fikiran-fikiran yang  cenderung kepada kejiwaan.
3. Harakah
Hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang,
mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan
kemajuan. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam yaitu, Islam
yang  memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat
dipergunakan untuk disetiap masa dan tempat.
Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia,
mempunyai qaidah asasiyah, yaitu ijtihad, ijtihadlah yang akan menjawab segala
tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara
kepribadian dan nilai-nilai asasinya.
17Umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi
seimbambang antara keduanya.
18 Departemen Agama RI, op. cit., h.22.
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Ciri khas Hukum Islam juga dapat dilihat sebagai berikut:19
1. Kewahyuan Dasar-Dasarnya Yang Umum
Ketika Agama Islam diturunkan , manusia sedang mengalami krisis dan
sudah menantikan Islam sebagai Agama baru yang membawa tata aturan yang
mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan masyarakat, dan di antara tata aturan
tersebut ialah Fiqih Islam.
Tata aturan tersebut bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya
yang juga merupakan wahyu Tuhan yang tidak langsung, karena Rasul saw. tidak
pernah mengucapkan dari hawa nafsunya sendiri. Dari kedua sumber tersebut kita
dapati bermacam-macam hukum, diantaranya hukum perdata, hukum
perdagangan, hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum internasional, dan
beberapa hukum lainnya.
2. Pendasaran Ketentuan-Ketentuan Dlam Hukum Islam Dengan Akhlak Dan
Agama
Tujuan pembuatan suatu hukum tidak akan tercapai jika hanya dengan
kesistematisan dan kebaikan susunannya, tetapi juga harus dengan
pelaksanaannya yang baik. Pelaksanaan tersebut dikatakan baik apabila disertai
dengan kerelaan jiwa, dan kerelaan jiwa tersebut akan terwujud apabila ada
keimanan dan kepuasan terhadap keadilan suatu Undang-Undang dan harapan
akan mendapat pahala dari pembuatnya.
Keadaan semacam tersebut terdapat dalam Hukum Islam, karena semua
ketentuan-ketentuan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Agama dan
19Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, t.th),
h. 14-22.
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akhlak yang tinggi, sehingga menimbulkan rasa puas dan keimanan pada diri
orang-orang yang percaya pada hukum tersebut, baik ia Muslim maupun bukan.
3. Rangkapnya Balasan
Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam mempunyai dua macam
balasan, yaitu balasan di dunia dan di akhirat.  Rangkapnya balasan tersebut erat
hubungannya dengan ciri khas Hukum Islam yang sebelumnya yaitu pendasaran
ketentuan-ketentuannya dengan akhlak dan agama.
Balasan di akhirat lebih besar daripada balasan di dunia, oleh karena itu
setiap orang mukmin mempunyai kesadaran yang kuat tentang keharusan mentaati
ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan melaksanakan perintah-perintah serta
larangannya, meskipun ia dapat menghindarkan diri dari balasan di dunia.
4. Sifat Kolektivitas Hukum Islam
Di poin sebelumnya telah disebutkan bahwa Hukum Islam bermaksud
mewujudkan kabaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai
masyarakat, namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol, oleh karena itu
corak Hukum Islam adalah Kolektivitas. Digunakan kata kolektivitas karena
cakupannya lebih luas yaitu mencakup hak dan kewajiban bersama.
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BAB V
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  Anak Perspektif Hak Asasi
Manusia
Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau
pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.
Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas
harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada
setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Untuk
mewujudkan Hak Asasi Manusia masing-masing orang dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu saja konsepsi itu harus dijabarkan
dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional, sehingga selain Hak Asasi Manusia tersebut dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang juga apabila hak tersebut dilanggar maka akan
terjadi pelanggaran hukum.
Begitu halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak
adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai
agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan
nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 dan dalam Pasal 28B ayat 2 mengatakan bahwa setiap anak berhak
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atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.1
Untuk mencapai keadilan seorang anak, dalam hal ini hak-hak sosial
ekonomi atau hak kesehjateraan perlu dipenuhi. Hal ini berarti bahwa negara
memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak
dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan. Namun,
pada kenyataannya jumlah pekerja anak saat ini semakin banyak. Keberadaan
pekerja anak di Indonesia merupakan hal yang cukup lama berlangsung maupun
beberapa di negara lain.
Banyaknya yang terjadi eksploitasi anak karena didasarkan pada
pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Terjadinya eksploitasi
anak adalah karena minimnya perlindungan tehadap mereka, padahal mereka
masih membutuhkan perlindungan. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan
beberpa Undang-Undang mengenai perlindungan anak, namun pengaplikasiannya
masih minim.
Pekerja anak dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat. Ketua
Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan jumlah pekerja
anak tahun 2012 sebanyak 6,5 juta anak.2
Berbicara tentang pekerja anak, alangkah baiknya lebih dahulu
membahas defenisi dari pekerja atau konsep tentang pekerja anak itu sendiri.
Dalam karakteristik pekerjaan yang dilakukannya, pekerja anak adalah anak-anak
1Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Cet. I; Jakarta: Bukune, 2010), h.
31.
2Tempoea Politik, “1,7 Juta Anak Bekerja di Lingkungan Berbahaya”
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/173408068/17-Juta-Anak-Bekerja-di-Lingkungan-
Berbahaya (2 September 2012).
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yang kurang lebih seperti pada umumnya bekerja dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan ekonominya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Pekerja
anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang
tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah
besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.3
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tentang
Penanggulangan Pekerja Anak Dalam Pasal  1 bahwa Pekerja Anak adalah anak
yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan
menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.
Pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja Anak adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang
anak, baik fisik maupun non fisik dan membahayakan kesehatan. Tumbuh
kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu
tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan
kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu
pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan    tanggung jawab.
Alasan utama anak-anak ini menjadi pekerja anak adalah alasan
ekonomi, baik mereka tinggal dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman
atau menggelandang dari satu tempat ke tempat lain.4 Alasan ekonomi yang di
maksud adalah harus bekerja atau dipaksa bekerja untuk meringankan beban
3Bagong Suyanto, Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya (Cet. II; Surabaya:
Airlangga University Press, 2003), h. 6-7.
4Gufron H. Kordi, Ironi Pembangunan: Beberpa Catatan Kritik dan Refleksi (Cet. I;
Jakarta: PT Perca, 2007), h. 67.
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orang tua atau keluarga, dan alasan lain karena disuruh orang tuanya dan ada juga
yang hanya ikut-ikutan saja untuk mencari uang.
Keberadaan mereka dalam dunia kerja tentunya harus mendapatkan
perhatian, bukan terhadap anak itu sendiri, melainkan situasi di mana mereka
bekerja juga harus mendapat perhatian serta pemilihan situasi kerja, karena situasi
kerja anak mungkin dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kesehatan mental
mereka.
Perhatian yang dimaksud yaitu mereka harus mendapatkan perlindungan
dari pemerintah. Adapun perlindungan terhadap pekerja anak tersebut dapat
dilihat pada Pasal 68 sampai dengan 75 yang dimuat dalam Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
1. Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
2. Pasal 69
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat
dikecualikan bagi anak yang berumur  antara 13  (tiga   belas)
tahun   sampai  dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental dan sosial.
b. Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
1) izin tertulis dari orang tua atau wali
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2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu
sekolah;
5) keselamatan dan kesehatan kerja;
6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b,   f dan g
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
3. Pasal 70
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf   a, b, f dan
g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
b. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling  sedikit
berumur 14  (empat belas) tahun.
c. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
dengan syarat :
1) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan
pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam
melaksanakan pekerjaan. Dan
2) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pasal 71
a. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat
dan minatnya.
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b. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib memenihi syarat :
1) di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
2) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari. Dan
3) kondisi   dan   lingkungan   kerja   tidak   mengganggu
perkembangan   fisik,   mental, sosial, dan waktu sekolah.
c. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan
bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan   Keputusan Menteri.
5. Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh
dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja
pekerja/buruh dewasa.
6. Pasal 73
Anak dianggap  bekerja bilamana  berada  di tempat  kerja, kecuali
dapat dibuktikan sebaliknya.
7. Pasal 74
a. Siapapun   dilarang   mempekerjakan   dan   melibatkan   anak
pada pekerjaan-pekerjaan yang berburuk.
b. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :
1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
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2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian.
3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman
keras narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
4) semua  pekerjaan  yang   membahayakan kesehatan,
keselamatan  atau  moral anak.
c. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud     dalam
ayat   (2)  huruf  d  ditetapkan   dengan Keputusan  Menteri.
8. Pasal 75
a. Pemerintah   berkewajiban   melakukan   upaya penanggulangan
anak   yang   bekerja   di luar hubungan kerja.
b. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)
diatur   dengan Peraturan Pemerintah.
Perlindungan terhadap anak perspektif HAM yang diberikan pemerintah
kepada mereka dapat juga dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia:5
1. Pasal 58
a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan
5Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Cet. V; Jakarta: CV Karya Gemilang, 2010 ), h. 17-19.
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buruk, dan pelecehan seksual yang bertanggung jawab atas
pengasuh anak tersebut selama dalam pengasuhan orang tua atau
walinya, atau pihak lain maupun.
b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau
pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka
harus dikenakan pemberatan hukuman.
2. Pasal 64
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya
sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral,
kehidupan sosial dan mental spritual.
Beberapa poin tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak, baik
dari Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan maupun tentang Hak Asasi
Manusia di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak membolehkan anak
untuk bekerja, tetapi pemerintah memberi pengecualian bagi anak yang berumur
antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang
tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya, serta
tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada diri mereka sebagai kewajiban
bersama oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah agar hak-hak yang
melekat pada diri mereka tidak terabaikan.
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Islam
Penelusuran tentang status hukum dari praktek terselubung pekerja anak
dibawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi, dimana kita harus
mengetahui bagaimana hukum Islam melihat anak berikut hak dan kewajiban
yang melekat pada dirinya. Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak
perspektif hukum Islam kita perlu menelusuri beberapa hal, diantaranya:
1. Periodeisasi Umur Dan Kecakapan Hukum Dalam Islam
Defenisi anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Sedangkan defenisi anak dalam Islam merupakan
rentang waktu/fase yang terbagi dalam beberapa bagian yang perinciannya akan
disinggung dalam penjabaran tentang periodeisasi umur dan kaitannya dengan
kecakapan hukum (al-Ahliyah) dalam Islam. Periodeisasi umur dalam kaitannya
dengan kecakapan hukum seseorang membahas seputar kapan seseorang
dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz,
baligh, dan rusyd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum
sendiri-sendiri.6
Akan tetapi dalam pengkategorian umur untuk mengetahui kapan
seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur
manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah di
gariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan
perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya
6Dadan Muttaqien, Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian (Yogyakarta:
Insania Cita Press, 2006), h. 1.
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tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti. Karena
harus kita akui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak
dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya, seperti kadar makanan,
pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.7
Dalam mengenali periodeisasi umur dalam Islam selanjutnya diharapkan
dapat memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan hukum yang di
lakukan pekerja. Termasuk di dalamnya pekerja anak. Pekerja anak pada
hakikatnya juga melakukan perbuatan hukum, berbicara mengenai perbuatan
hukum maka perlu mengulas tentang kecakapan hukum.
Sebagaimana telah di singgung sebelumnya bahwa, periodeisasi
kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti.
Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa
erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:
a. Kematangan usia menurut Hukum Islam
Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir
seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah
hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan
bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang
dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-
ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.
Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap
yang berbeda. Ahli Hukum Islam memberi batasan bahwa usia tujuh
7Ibid.,
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tahun adalah usia kematangan.8 Ada juga yang mengatakan umur tujuh
sampai empat belas tahun.9
b. Peranan ‘Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan
Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam
menentukan usia kedewasaan (tamyiz) adalah bahwa seorang anak harus
sudah ‘aqil (bernalar). Batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat
nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami
perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap
perkataan itu.10
c. Tingkat kemampuan seorang mumayyiz
Kemampuan ‘aql atau nalar, adalah hal yang di perhitungkan
pertama kali pada seorang anak untuk di sebut mumayyiz (sudah dapat
membedakan antara yang salah dan benar (baik dan buruk) yaitu ketika
berusia 7 tahun ke atas)11.
d. Bulugh (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya.
Saat anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk
mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu
dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek
perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah
8Ibid.,
9Yusuf Madani, Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam (Cet. II; Jakarta: Pustaka
Zahra, 2003), h. 106.
10Ibid., h. 4
11Windy Novita, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kashiko, t.th) h. 318.
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terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus
dan seksama.
Istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah pubertas
merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang
dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, penomena mimpi bagi
laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.
Klasifikasi umur yang menginjak era pubertas/transisi fisik
menurut para ahli hukum. Sejauh ini masa pubertas tidak pernah dicapai
sebelum usia Sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa
puber tidak selalu terjadi di usia dini pada setiap anak, karena banyaknya
faktor-faktor yang mungkin dapat menunda proses kedewasaan fisik.
Oleh karena itu sebagian besar ahli hukum seperti: al-Awza’I, Imam
Ahmad, al-Syafi’I, Abu Yusuf, dan Muhammad, semua berkesimpulan
bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi seseorang untuk
mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya tanda-tanda
fisik.12
e. Rusyd (kedewasaan mental)
Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau
kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan bulugh maupun
kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (‘aql).
Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya
berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat.
12Ibid., h. 8.
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Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang
pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan
lain-lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniaannya
ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan keperluaannya.
Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus
mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.
Aspek kecakapan hukum usia anak tergolong cakap dalam berbuat secara
tidak sempurna dengan syarat-syarat pembatas. Sebelum mereka dewasa setiap
anak berhak mendapatkan pengasuhan, termasuk di dalamnya pendidikan, dan
lain sebagainya sebagaimana telah dibahasakan pada pembahasan sebelumnya.
Hak ini harus dipenuhi sebagaimana disebutkan bahwa kewajiban hadhanah
merupakan kewajiban bersama, walaupun batasan umur di antara anak berbeda-
beda dikalangan fuqoha.
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam  pada bab XIV Pasal 98 ayat 1
bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan.”13
Perlindungan hukum terhadap pekerja anak diharapkan agar mereka yang
terpaksa terlibat dalam dunia kerja tersebut dapat menjamin adanya sistem
hubungan kerja yang harmonis tanpa ada tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu
pengusaha harus melaksanakan ketentuan perlindungan hukum tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2003), h. 235.
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Adapun hal tersebut tercantum dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerja/buruh
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan
kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nila agama.”
Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan
dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Quran. Hak
buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai
nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat,
hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa
kerja.14
Islam memandang anak yang dibawah umur tidak diperbolehkan untuk
bekerja, hal tersebut dapat dilihat pada argumen Ibnu Ma’in bahwasanya Nabi
menolak keikutsertaan anak yang berusia 15 tahun untuk ikut dalam peperangan
karena yang dibutuhkan dalam peperangan tersebut adalah kekuatan ekstra dan
ketangkasan di medan perang, sementara menurut perkiraan, hal tersebut baru
didapati pada usia baligh15 kecuali jika mereka terpaksa bekerja karena faktor
ekonomi.
Islam menempatkan kaum lemah sebagai pihak yang harus dilindungi
dan diberikan akses terhadap ekonomi yang memadai. Kaum lemah selalu diberi
14Umniah Labibah, Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh Majikan (Cet. I; Yogyakarta:
Pustaka Alif, 2004), h. 32 dan 38.
15Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari (Cet. I; Jakarta:
Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), h. 161.
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porsi oleh Allah sebagai orang yang berhak mendapatkan rizki dari orang lain.
Masyarakat yang dalam kondisi lemah atau dilemahkan berhak untuk
mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dari penyiksaan maupun
perlindungan dalam hal ekonomi.
Islam memandang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dalam
hal ini pekerja anak, oleh karena itu prinsip bekerja dalam Islam didasarkan pada
kadar kemampuannya sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 286:


…

Terjemahnya:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya…”16
Ketentuan ayat tersebut menjadi alasan bahwa tidak ada suatu paksaan
terhadap seesorang untuk melakukan pekerjaan yang melebihi batas
kemampuannya terutama seorang anak.
Peran negara dan pemerintah bukan hanya cukup dengan membuat
peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan peraturan
yang telah dibuat harus diwujudkan menjadi nyata.
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung; Dipenogero, 2004), h.
49.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian beberapa bab-bab sebelumnya dapat ditarik
kesimpulan bahwa:
1. HAM telah mengatur setiap perlindungan terhadap anak, begitu juga
halnya dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan
untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama
dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan
nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
pembukaan UUD 1945. Dan di Indonesia sendiri telah diatur bahwa
seorang anak yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang atau pengusaha yang
mempekerjakan mereka yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 68-75
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Islam memberi perlindungan terhadap pekerja anak, yang didasarkan
pada kadar kemampuan mereka dalam dunia kerja yang tercantum dalam
QS. al-Baqarah (2): 286: “Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya.”
B. Saran
1. Perlu diupayakan satu kesatuan hukum nasional yang solid untuk
mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pekerja anak
dan untuk meniadakan pekerja anak.
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2. Perlu diupayakan kesatuan dalam tekad dan langkah dari para orang tua,
pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha untuk benar-
benar melakukan penghapusan pekerja anak, agar tidak ada lagi
pengeksploitasian anak khususnya dalam eksploitasi ekonomi, karena
akan mengganggu pertumbuhan mental, sosial serta moral mereka.
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